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PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J1. Pahlawan No. 136 Telp. ( 0287 ) 385912, 385925 Fax 385925

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 503//923 /KEP/2019
TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN,

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan agar sesuai standar
pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen,
sehingga terwujudnya keadilan, kepastian, kesamaan dan
keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
iengan penvelenggaraan perizinan dan non perizinan, maka periu
Denelapkan makiumat avanan perzanan; -

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
tentang Maklumat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara -Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambazhan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
_arrah Lembaran Negara Repubix indonesiz Tahun 2005 Nomor
1635, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4593
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomeor 2 Tahun 2007
{entang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan

l.embaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

14. Peraturan Daerah Kabupatcn Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Kabupaten Kebumen
Nomor 22);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012
Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 96);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daeeah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
l.embaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 Tentang

17. Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 Nomor 65);

18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Maklumat Pelayanan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tentang Maklumat
Pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai berikut

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan
sesual standar pelayanan yang telah di tetapkan dan apabila tidak
menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Maklumat Pe'la.yanan Perizinan dan non perizinan sebagaimana tersebut
Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh
pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayainan perizinan dan non
perizinan.

Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan Perizinan dan non perizinan
dapat dikenakan Sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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" KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 05 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN
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Tembusan
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

2. Inspektur Kabupaten Kebumen
: 3. Kepala BKPPD Kabupaten Kebumen
- 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabpupaten Kebumen
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MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DI TETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

Kebumen, 5 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

H. SLAMET thLKHAH. ST. MT

Pembina Tk.1
NIP. 19690922 199703 1 005
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